SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

a. bahwa guna tertib teknis dan administrasi pengadaan

1.

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan, khususnya terkait dengan nomenklatur
kelembagaan pengadaan barang/jasa sebagaimana
ketentuan Pasal 75 dan Pasal 91 ayat (1) huruf u
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit
Layanan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah

Kabupaten Pekalongan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I[I Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
22);



Menetapkan:

17.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 56);

18.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor
44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2017 Nomor 95);

19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pekalongan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah
lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan
pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah unit
kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat
Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal
ini secara fungsional dilaksanakan oleh Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang melekat
pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Pekalongan dengan fungsi
terbatas pada pengelolaan pengadaan barang/jasa
dan pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan
atau bimbingan teknis.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya
disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya
manusia yang ditetapkan oleh pimpinan ULP
untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah
cara memperoleh barang/jasa yang disediakan
oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku
Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna
Barang.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau
jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi
khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Tender adalah  metode  pemilihan  untuk
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah  metode  pemilihan  untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
E-reverse Auction adalah metode penawaran harga
secara berulang.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh Pokja Pemilihan /Pejabat
Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh
para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian
tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



28.

29.

30.

31.

32.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang
perorangan atau badan wusaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh
Bank Umum /Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa
larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di
seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
dalam jangka waktu tertentu.

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai
nilai manfaat yang menguntungkan secara
ekonomis tidak hanya untuk
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai
penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta
signifikan mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan dalam keseluruhan siklus
penggunaannya.



33.Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah
strategi Pengadaan Barang/Jasa yang
menggabungkan beberapa paket Pengadaan
Barang/Jasa sejenis.

34.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi
tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format,
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi
dan penyimpanan naskah dinas serta media yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.

35.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai
alat komunikasi kedinasan yang di buat dan atau
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di
lingkungan Unit Layanan Pengadaan.

36.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang
menggambarkan tata letak dan redaksional serta
penggunaan lambang Daerah, logo dan stempel

dinas.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Organisasi ULP terdiri dari:
a. Kepala ULP;
b. Sekretaris; dan

c. Pokja Pemilihan.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian
Pengadaan  Barang/Jasa  Sekretariat  Daerah
Kabupaten Pekalongan dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud ayat (1),
mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan ULP;
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;



c. mengawasi seluruh  kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila
ada penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan;

d. melaksanakan pengembangan dan pembinaan
sumber daya manusia ULP;

e. menugaskan/menempatkan/memindahkan
anggota ULP ke dalam Pokja Pemilihan sesuai
kebutuhan/beban kerja;

f. melaksanakan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik (e-procurement) melalui
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Pekalongan; dan

g. membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota

Pokja Pemilihan.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b, secara ex-officio dijabat oleh Kepala
Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian
Sanggah Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan
bertanggung jawab kepada Kepala ULP.

(2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengelolaan urusan tata
persuratan dan perlengkapan;

b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi
yang dibutuhkan Pokja Pemilihan;

c. menfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja
Pemilihan;

d. membuat laporan secara periodik atas hasil
pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh
ULP; dan

10



(3)

(4)

()

e. menyiapkan pusat data untuk mendukung
evaluasi Pokja Pemilihan.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibantu oleh staf sekretariat/staf pendukung.
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota
Pokja Pemilihan.

Staf sekretariat/staf pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c, dibentuk dan ditetapkan oleh
Kepala ULP, bertanggung jawab kepada Kepala ULP
melalui Sekretaris ULP.

Jumlah Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sesuai kebutuhan, dengan
mempertimbangkan sifat, jenis, dan jumlah paket
pekerjaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

a. pengadaan barang;

b. pengadaan pekerjaan konstruksi;

c. pengadaan jasa konsultansi; dan

d. pengadaan jasa lainnya.

Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan pejabat fungsional
pengelola pengadaan barang/jasa dan/atau personil
yang memenuhi persyaratan dan berasal dari
Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
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(5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal.

(6) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

(7) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga
ahli

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan

pemilihan Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia
untuk;

1. tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); dan

2. seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
Pagu Anggaran paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
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7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Selain mempunyai tugas dan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam hal
diperlukan Pokja Pemilihan dapat mengusulkan
kepada PPK, atas:

a. perubahan HPS; dan/atau
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja
Pemilihan dan setiap anggota Pokja Pemilihan
mempunyai kewenangan yang sama dalam
pengambilan keputusan yang ditetapkan
berdasarkan suara terbanyak.

(3) Penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),
tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.

(4) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat
bertugas menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Sekretaris dan
Pokja Pemilihan menerapkan prinsip transparansi,
akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas

pokok masing-masing.
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Diundangkan
pada tanggal

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tata kelola administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ULP
mempunyai kewenangan menyelenggarakan Tata
Naskah Dinas meliputi ketatalaksanaan
penyelenggaraan surat menyurat kedinasan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

(2) Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tata naskah dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dalam hal Kop Naskah Dinas dan Stempel ULP.

(4) Format Kop Naskah Dinas dan Stempel ULP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita Daerah  Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan  di Kajen
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI
di Kajen
2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUP. PEKALONGAN,

AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005
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